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vABSTRAK
NOVA PATANDUK, B11109340, Tinjauan Yuridis terhadap
Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi Kasus Putusan
Nomor : 51/Pid B /2012 /PN. Sungguminasa), dibawah bimbingan
Muhadar selaku pembimbing I dan Nur Azisa selaku pembimbing II.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum
terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan pada perkara
dengan nomor putusan: 51/Pid B /2012 /PN. Sungguminasa dan untuk
mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap
Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan pada perkara dengan nomor
putusan: 51/Pid B /2012 /PN. Sungguminasa.
Penelitian ini dilakukan di lakukan di Kabupaten Gowa,
Sungguminasa, khususnya pada Pengadilan Negeri Sungguminasa dan
Kejaksaan Negeri Sungguminasa dengan mengambil data dan melakukan
wawancara dengan hakim yang menangani perkara ini serta peneliti juga
melakukan studi kepustakaan dengan cara menelaah buku-buku, literatur
dan peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan masalah-
masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini.
Temuan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain: 1) Penerapan
hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam
Putusan Nomor : 51/Pid B /2012 /PN. Sungguminasa telah sesuai dengan
ketentuan hukum pidana baik hukum pidana formil maupun hukum pidana
materil dan syarat dapat dipidananya terdakwa, hal ini didasarkan pada
pemeriksaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Pengadilan
Negeri Sungguminasa menyatakan perbuatan terdakwa sesuai dengan
dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3
KUHPidana. 2) Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan
terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada perkara ini
adalah dakwaan Jaksa Penuntut Umum, barang bukti, keterangan saksi-
saksi, keterangan terdakwa dan pertimbangan non-yuridis berdasarkan
fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.
:
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1BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Suatu kenyataan hidup bahwa manusia itu tidak sendiri. Manusia
hidup berdampingan, bahkan berkelompok-kelompok dan seiring
mengadakan hubungan antar sesama. Hubungan ini terjadi berkenaan
dengan kebutuhan hidup yang tidak mungkin selalu dapat dipenuhi
sendiri. Kebutuhan hidup manusia bermacam-macam. Pemenuhan
kebutuhan hidup tergantung dari hasil yang diperoleh melalui daya upaya
yang dilakukan untuk memperoleh kemakmuran dan kesejahtreaan lahir
dan batin.1) Hal ini dapat tercapai apabila masyarakat mempunyai
kesadaran untuk berperilaku serasi dengan kepentingan yang berlaku
dalam kehidupan masyarakat yang diwujudkan dengan bertingkah laku
sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut
sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata
menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan
manusia. Penyelewengan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dicap
sebagai suatu pelanggaran bahkan kejahatan. Kejahatan dalam
kehidupan masyarakat merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi
oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara.2)
1 R. Abdoel Djamali, 2010, Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 1.
2 Bambang Waloyu, 2008, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.
2Seiring perkembangan teknologi serta zaman yang semakin maju
dan kebutuhan manusia yang semakin meningkat, maka tanpa disadari
mengikuti perkembangan masyarakat itu sendiri. Kriminalitas atau
kejahatan dalam berbagai bentuk dan pola, baik secara kuantitas maupun
kualitas yang memberikan dampak negatif terhadap pelaksanaan
pembangunan.
Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur
maka masalah kriminalitas perlu mendapat perhatian yang serius dari
semua pihak. Maka dibutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah
dan masyarakat sehingga kriminalitas yang tidak dapat dihilangkan
tersebut dapat dikurangi intensitasnya semaksimal mungkin.
Kejahatan pencurian merupakan salahsatu tindak pidana yang
paling sering terjadi, banyaknya pemberitaan diberbagai media massa
baik itu media elektronik maupun media cetak. Tindak pidana pencurian
biasanya dilatarbelakangi oleh keadaan hidup pelaku sehari-hari, misalnya
keadaan ekonomi atau tingkat pendapatannya yang tergolong rendah
sehingga tidak dapat memenuhi biaya kebutuhan hidup sehari-hari serta
di pengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rendah.
Dalam KUHPidana kejahatan pencurian dibedakan dengan
berbagai kualifikasi diantaranya sebagaimana diatur dalam Pasal 365
KUHPidana yaitu pencurian dengan kekerasan. Pencurian dengan
kekerasan merupakan kejahatan terhadap harta benda. Kekerasan yang
dilakukan dalam pencurian tersebut mempunyai tujuan untuk menyiapkan
3atau mempermudah pencurian atau jika tertangkap ada kesempatan bagi
si pelaku untuk melarikan diri supaya barang yang dicuri tersebut tetap
berada di tangan pelaku.
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji
lebih jauh mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan sehingga
penulis memilih judul “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana
Pencurian dengan Kekerasan (Studi Kasus No. 51/ Pid. B/ 2012/ PN.
Sungguminasa)”.
B. Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana penerapan hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian
dengan Kekerasan dalam Putusan Nomor : 51/Pid B /2012 /PN.
Sungguminasa?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan
terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam
Putusan Nomor : 51/Pid B/2012/PN. Sungguminasa?
4C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini
yaitu:
1. Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap pelaku tindak
pidana pidana pencurian dengan kekerasan dalam Putusan Nomor
: 51/Pid B/2012/PN. Sungguminasa.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan
putusan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan
dalam Putusan Nomor : 51/Pid B/2012/PN. Sungguminasa
D. Kegunaan Penelitian
Penulisan Skripsi ini diharapkan nantinya dapat dipergunakan untuk
hal-hal sebagai berikut:
1. Diharapkan dapat menambah literatur  yang membahas tentang
tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
2. Diharapkan dapat menjadi informasi dan referensi bagi semua
pihak, khususnya bagi pihak yang berkompeten dalam mengemban
tugas profesi hukum.
Untuk menambah wawasan penulis dan pembaca pada bagian hukum
pidana, serta merupakan salahsatu syarat dalam penyelesaian studi di
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Tindak Pidana
1. Pengertian Tindak Pidana
Di dalam KUHPidana (WvS) dikenal istilah strafbaarfeit.
Kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan istilah delik,
sedangkan pembuat undang-undang dalam merumuskan undang-undang
mempergunakan peristiwa pidana, atau perbuatan pidana atau tindak
pidana.3)
Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik , yang berasal
dari bahasa Latin, yakni delictum. Dalam bahasa Jerman disebut delict,
dan dalam bahasa Belanda  disebut delict. Dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia menggunakan istilah delik yaitu perbuatan yang dapat
dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-
undang tindak pidana.4)
Hukum Pidana Belanda menggunakan istilah strafbaarfeit. Hukum
Pidana negara Anglo Saxon memakai istilah offense atau a criminal act
untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHPidana Indonesia bersumber
pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu strafbaarfeit.
Istilah strafbaarfeit terdiri dari tiga unsur yakni straf, baar, dan feit. Straf
berarti hukuman (pidana), baar berarti dapat (boleh), serta feit yang berarti
3 Bambang Poernomo, 1994, Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 90
4 Teguh Prasetyo, 2011, Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 47
6peristiwa (perbuatan). Tindak Pidana berati suatu perbuatan yang
pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.5)
Adapun istilah yang digunakan oleh para ahli yaitu:
Vos menggunakan istilah strafbaarfeit yaitu suatu kelakuan
manusia yang diancam pidana oleh peraturan undang-
undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang
dengan ancaman pidana.6)
Pompe membedakan pengertian strafbaarfeit yaitu:
a. definisi menurut teori, memberikan pengertian strafbaarfeit
adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang
dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam
dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan
menyelamatkan kesejahteraan umum;
b. definisi hukum positif, merumuskan pengertian
strafbaarfeit adalah suatu kejadian (feit) yang oleh
peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan
yang dapat dihukum.7)
E. Utrecht menggunakan istilah “peristiwa pidana” beliau
menerjemahkan istilah feit secara harfiah menjadi
“peristiwa”. Namun Moeljatno menolak istilah peristiwa
pidana karena katanya peristiwa itu adalah pengertian
5 Wirjono Prodjodikoro, 2009, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Bandung,
hlm. 59.
6 Bambang Poernomo, Op.Cit., hlm. 91.
7 Ibid
7yang konkret yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian
yang tertentu saja, misalnya matinya orang. Hukum pidana
tidak melarang matinya orang, tetapi melarang
adanya orang mati karena perbuatan orang lain.8)
Van Hamel menyatakan bahwa strafbaarfeit adalah
kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang,
bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan
dengan kesalahan.9)
Simons berpendapat mengenai delik dalam arti strafbaarfeit
adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan
dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang
tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh
undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan
yang dapat dihukum. Jonkers dan Utrecht memandang
rumusan Simons merupakan rumusan yang lengkap, yang
meliputi:10)
a. Diancam dengan pidana oleh hukum
b. Bertentangan dengan hukum
c. Dilakukan oleh orang yang bersalah
d. Orang itu dipandang bertanggungjawab atas
perbuatannya.
8 Andi Hamzah, 2005, Azas-Azas Hukum Pidana, Yarsif Watampone, Jakarta,hlm. 95.
9 Mahrus Ali, 2011. Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 99.
10 Andi Hamzah,op.cit, hlm.97
8Moeljatno menggunakan istilah “perbuatan pidana” yaitu
perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan
mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu,
bagi barang siapa yang berupa pidana tertentu.11)
Roeslan Saleh mengemukakan pendapatnya mengenai
pengertian perbuatan pidana, yaitu sebagai perbuatan yang
oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang
dilarang.12)
Rumusan para ahli hukum tersebut merumuskan delik (straafbaar
feit) itu secara bulat, tidak memisahkan antara perbuatan dan akibatnya di
satu pihak dan pertanggungjawabannya di lain pihak, A.Z. Abidin
menyebut cara perumusan delik seperti ini sebagai aliran monistis tentang
delik. Ahli hukum yang lain, memisahkan antara perbuatan dan akibatnya
di satu pihak dan pertanggungjawaban di lain pihak sebagai aliran
dualistis. Memang di Inggris dipisahkan antara perbuatan yang dilarang
oleh Undang-Undang dan diancam pidana (actus reus) di satu pihak dan
pertanggungjawaban (mens rea) di lain pihak.13)
Di Indonesia, sarjana yang memisahkan actus reus (Perbuatan
Pidana/criminal) dan mens rea (pertanggungjawaban pidana) ialah
Moeljatno dan A.Z.Abidin yang dilarang ialah perbuatan (termasuk
pengabaian) dan yang diancam dengan pidana ialah orang yang
melakukan perbuatan atau pengabaian itu.
11 Mahrus Ali, Op.Cit, hlm.97.
12Ibid., hlm 98.
13 Andi Hamzah, Op.Cit., hlm. 97.
9Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia sendiri tidak
ditemukan definisi tindak pidana. Pergertian tindak pidana yang dipahami
selama ini merupakan kreasi teoritis para ahli hukum yang substansinya
mempunyai pengertian yang sama. mengenai karateristik perbuatan yang
dilarang dan diancam dengan pidana. Pemahaman pengertian tindak
pidana ini bukan saja untuk kepentingan akademis, tetapi juga dalam
rangka pembangunan hukum masyarakat. Oleh karena itu terdapat
berbagai pendapat mengenai penggunaan istilah untuk tindak pidana.
2. Jenis-jenis Tindak Pidana
Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu,
yaitu sebagai berikut:14)
1. Menurut sistem KUHPidana, dibedakan antara kejahatan
(misddrijven) yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran
(overtredingen) yang dimuat dalam Buku III.
Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran
adalah ancaman pidana pelanggaran jauh lebih ringan
daripada kejahatan.
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak
pidana formil (formeel delicten) dan tindak pidana materiil
(materieel delicten).
Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang
dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti
14 Amir Ilyas, 2012, Asas-asas Hukum Pidana, Rangkang Education & PuKab, Yogyakarta, hlm 28.
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bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah
melakukan suatu perbuatan tertentu. Sebaliknya, dalam
rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah
menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa
yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang
dipertanggungjawabkan dan di pidana.
3. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak
pidana sengaja (dolus) dan tindak pidana tidak dengan
sengaja (culpa).
Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam
rumusannya dilakukan dengan kesengajaan. Sedangkan
tindak pidana tidak dengan sengaja adalah tindak pidana
yang dalam rumusannya mengandung culpa atau
kelalaian.
4. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan
antara tindak pidana aktif/ positif atau di sebut juga tindak
pidana komisi dan tindak pidana pasif/ negatif atau di
sebut juga tindak pidana omisi.
Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang
perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif
adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya
diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh yang
berbuat. Sedangkan tindak pidana pasif adalah  tindak
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pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana
yang pada dasarnya unsur perbuatannya adalah berupa
perbuatan pasif.
5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, dibedakan
antara tindak pidana terjadi seketika (aflopende delicten)
dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau
berlangsung lama/ berlangsung terus (voordurende
dellicten)
6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan atara tindak
pidana umum dan tindak pidana khusus.
Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang
dimuat dalam KUHPidana sebagai kodifikasi hukum
pidana materil (Buku II dan Buku III). Sedangkan tindak
pidana khusus adalah tindak pidana yang terdapat diluar
kodifikasi KUHPidana, misalnya Tindak Pidana Korupsi
(UU No. 30 Tahun 2002), tindak pidana penyalahgunaan
narkotika (UU No. 35 Tahun 2009) .
7. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan
antara tindak pidana communia (tindak pidana yang dapat
dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana proria
(dapat dilakukan hanya oleh orang yang memiliki kualitas
pribdai tertentu.
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8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal
penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa
dan tindak pidana aduan.
Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk
dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, tidak
diisyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak.
Sedangkan tinak pidana aduan adalah tidak pidana yang
dapat dilakukan penuntutan apabila adanya pengaduan
dari yang berhak, yakni korban atau wakilnya dalam
perkara perdata, atau keluarga korban.
9. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan,
maka dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok,
tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang
diperingan.
10.Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka
tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari
kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana
terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak
pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik,
dan lain sebagainya.
11.Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu
larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan
tindak pidana berangkai.
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Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang
dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang
selesainya tindak pidana dan dipidananya pelaku cukup
dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak
pidana dalam KUHPidana adalah berupa tindak pidana
tunggal. Sedangkan tindak pidana berangkai adalah
tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga
untuk dipandang sebagai selesai dan dipidananya pelaku,
diisyaratkan dilakukan secara berulang.
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana
Pada umumnya para ahli menyatakan unsur-unsur dari peristiwa
pidana yang juga disebut tindak pidana atau delik terdiri atas unsur
subjektif dan unsur objektif.
Menurut R. Abdoel Djamali15), peristiwa pidana yang juga disebut
tindak pidana atau delict ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan
yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa peristiwa hukum
dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur
pidananya. Unsur-unsur tesebut terdiri dari:
a. Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang
bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat
yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang
15 R. Abdoel Djamali, Op.Cit,  hlm 175
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dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah
tindakannya.
b. Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak
dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini
mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa
orang)
Dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka suatu perbuatan yang
dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat
dikatakan sebagai peristiwa pidana. Syarat-syarat yang harus dipenuhi
sebagai peristiwa pidana yaitu:
a. Harus ada suatu perbuatan. Maksudnya, memang benar-
benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang
atau beberapa orang. Kegiatan ini terlihat sebagai suatu
perbuatan tertentu yang dapat dipahami orang lain
sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa.
b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan
dalam ketentuan hukum. Artinya perbuatan sebagai suatu
peristiwa hukum yang berlaku pada saat itu. Pelakunya
memang benar-benar telah berbuat seperti yang terjadi.
Pelaku wajib mempertanggungjawabkan akibat yang
ditimbulkan dari perbuatan itu.
c. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat
dipertanggung- jawabkan. Maksudnya bahwa perbuatan
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yang dilakukan oleh seseorang  atau beberapa orang itu
dapat dibuktikan sebagai perbuatan yang disalahkan oleh
ketentuan hukum.
d. Harus berlawanan dengan hukum. Artinya, suatu
perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan
kalau tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan
aturan hukum.
e. Harus tersedia ancaman hukumannya. Maksudnya kalau
ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau
keharusan dalam suatu perbuatan tertentu, ketentuan itu
memuat sanksi ancaman hukumannya.
Menurut Lamintang16), unsur delik terdiri atas dua macam, yakni
unsur subjektif dan unsur objektif.  Yang dimaksud dengan unsur subjektif
adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan
pada diri si pelaku  dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang
terkandung di dalam hatinya. Adapun yang dimaksud dengan unsur
objektif adalah unsur yuang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan,
yaitu dalam keadaan ketika tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus
dilakukan.
Unsur-unsur subjektif dari suatu tindakan itu adalah sebagai berikut:
a. Kesengajaan atau ketidaksengaajan (dolus atau culpa)
16 Leden Marpaung, 2009, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 10
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b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau
poging.
c. Berbagai maksud atau oogmerk seperti yang terdapt
misalnya di dalam kejahatan pencurian, penipuan,
pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedache raad,
seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan
menurut Pasal 340 KUHPidana.
e. Perasaan takut seperti yang antara lain terdapat dalam
rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHPidana.
Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:
a. Sifat melawan hukum atau wederrechtelijkheid
b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai
pegawai negeri dalam kejahatan menurut Pasal 415
KUHPidana atau keadaan sebagai pengurus suatu
perseroan terbatas, dalam kejahatan menurut Pasal 398
KUHPidana.
c. Kualitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai
penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.
Menurut Satocid Kartanegara17), unsur delik terdiri atas unsur
objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat
diluar diri manusia, yaitu berupa:
17 Ibid.
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a. Suatu tindakan,
b. Suatu akibat, dan
c. Keadaan (omstandigheid)
Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-
undang. Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat
berupa:
a. Kemampuan dapat dipertanggungjawabkan
(toerekeningsvat- baarheid)
b. Kesalahan (schuld)
Namun, pendapat ini kurang tepat karena memasukkan
toerekeningsvatbaarheid sebagai unsur subjektif, hal ini
dikarenakan tidak semua ontoerekeningsvatbaarveit
bersumber dari diri pribadi pelaku, namun antara lain
dapat bersumber dari overmacht atau ambtelijk bevel
(pelaksanaan perintah jabatan)
Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:18)
a. Perbuatan;
b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)
Menurut Vos, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana yaitu:19)
a. Kelakuan manusia
b. Diancam dengan pidana
c. Dalam peraturan perundang-undangan
18 Adami Chazawi, 2010, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas
Berlakunya Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 79.
19 Ibid, hlm. 80.
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Buku II KUHPidana memuat rumusan-rumusan perihal tindak
pidana tertentu  yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan Buku III
memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur  yang selalu disebutkan dalam
setiap rumusan yaitu mengenai tingkah laku/ perbuatan walaupun ada
perkecualian seperti Pasal 351 KUHPidana (penganiyaan). Unsur
kesalahan dan melawan hukuim kadang-kadang dicantumkan., dan
seringkali juga tidak dicantumkan; sama sekali tidak dicantumkan
mengenai unsur kemampuan bertanggungjawab. Disamping itu banyak
mencamtumkan unsur-unsur lain baik sekitar/ mengenai objek kejahatan
maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu. Dari rumusan-
rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHPidana itu, dapat diketahui
adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:20)
a. Unsur tingkah laku;
b. Unsur melawan hukum;
c. Unsur kesalahan;
d. Unsur akibat konstitutif;
e. Unsur keadaan yang menyertai;
f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
i. Unsur objek hukum tindak pidana;
j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
20 Ibid, hlm. 82
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k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.
Dari 11 unsur itu, di antaranya dua unsur, yakni kesalahan dan
melawan hukum (b-c) yang termasuk unsur subjektif, sedangkan
selebihnya(a, d-k) berupa unsur objektif. Unsur melawan hukum
adakalanya bersifat objektif, misalnya melawan hukumnya perbuatan
mengambil pada pencurian (Pasal 362 KUHPidana) terletak bahwa dalam
mengambil itu di luar persetujuan atau kehendak pemilik (melawan hukum
objektif).
Mengenai kapan unsur melawan hukum itu berupa melawan hukum
objektif atau subjektif bergantung dari bunyi redaksi rumusan tindak
pidana yang bersangkutan. Unsur yang bersifat objektif adalah semua
unsur yang berada di luar keadaan batin manusia/ si pembuat, yakni
semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-
keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak
pidana. Sementara itu, unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur
yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.21)
B. Pencurian
1. Pengertian Pencurian
Pengertian umum mengenai pencurian adalah mengambil barang
orang lain. Dari segi bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata “curi”
yang mendapat awalan “pe”, dan akhiran “an”. Arti kata curi adalah
21 Ibid., hlm. 83.
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sembunyi-sembunyi atau diam-diam atau tidak dengan jalan yang sah
atau melakukan pencurian secara sembunyi-sembunyi atau tidak dengan
diketahui orang lain perbuatan yang dilakukannya itu.
Mencuri berarti mengambil milik orang lain secara tidak sah atau
melawan hukum. Orang yang mencuri barang yang merupakan milik
orang lain disebut pencuri. Sedangkan pencurian sendiri berarti perbuatan
atau perkara yang berkaitan dengan mencuri.
Menurut Pasal 362 KUHPidana pencurian adalah:22)
“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya
atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki
secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan
pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda
paling banyak enam puluh rupiah”.
Jadi perbuatan pencurian harus dianggap telah selesai dilakukan
oleh pelakunya yakni segera setelah pelaku tersebut melakukan
perbuatan mengambil seperti yang dilarang dalam untuk dilakukan orang
di dalam Pasal 362 KUHPidana.
2. Jenis-jenis dan Unsur-unsur Pencurian
Adapun jenis pencurian yang dirumuskan dalam Pasal 362-367
KUHPidana yaitu:
1. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHPidana)
2. Pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan
berkualifikasi (Pasal 363 KUHPidana)
22 Moeljatno, 2003, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta, hlm 128.
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3. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHPidana)
4. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHPidana)
5. Pencurian denganpenjatuhan pencabutan hak (Pasal 366
KUHPidana)
6. Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHPidana)
Untuk lebih jelasnya, penulis akan menguraikan rumusan Pasal
tersebut diatas sebagai berikut:
Ad. 1 Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHPidana), yaitu:
“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya
atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki
secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan
pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda
paling banyak sembilan ratus rupiah”.
Mengenai unsur-unsur pencurian sebagaimana yang diatur dalam
Pasal 362 KUHPidana terdiri atas unsur-unsur objektif dan unsur-
unsur subjektif sebagai berikut:
1. Unsur-unsur objektif :
a. mengambil;
b. suatu barang/ benda;
c. sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.
2. Unsur subjektif:
a. Dengan maksud
b. Memiliki untuk dirinya sendiri
c. Secara melawan hukum
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Dengan melihat makna dari tiap-tiap unsur maka terlihat bentuk
dan jenis perbuatan seperti apa yang dimaksudkan sebagai pencurian
menurut KUHPidana
1. Unsur objektif
a. Mengambil
Perbuatan “mengambil” bermakna sebagai “setiap perbuatan
yang bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu
barang ke tempat lain. Perlu diketahui arti kata dari
mengambil itu sendiri. Baik undang-undang maupun
pembentuk undang-undang ternyata tidak pernah
memberikan suatu penjelasan tentang yang dimaksud
dengan perbuatan mengambil, sedangkan menurut
pengertian sehari-hari kata mengambil itu sendiri mempunyai
lebi dari satu arti, masing-masing yakni:
1. Mengambil dari tempat di mana suatu benda itu semula
berada;
2. Mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain;
Sehingga dapat dimengerti jika dalam doktrin
kemudian telah timbul berbagai pendapat tentang kata
mengambil tersebut yaitu antara lain:23)
Blok, mengambil itu ialah suatu perilaku yang membuat
suatu barang dalam penguasaannya yang nyata, atau
berada di bawah kekuasaannya atau di dalam detensinya,
23 Lamintang, 2009, Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Sinar
Grafika, Jakarta,  hlm 13.
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terlepas dari maksudnya tentang apa yang ia inginkan
dengan barang tersebut.
Simons, mengambil ialah membawa suatu benda menjadi
berada dalam penguasaannya atau membawa benda
tersebut secara mutlak baerada dalam penguasaannya yang
nyata, dengan kata lain, apada waktu pelaku melakukan
perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam
penguasaannya.
Van Bemmelen dan Van Hattum, mengambil ialah setiap
tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain
menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau
seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan
hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan
bagian harta kekayaan yang dimaksud.
b. Suatu barang/ benda
Dalam perkembangannya pengertian “barang” atau
“benda” tidak hanya terbatas pada benda atau barang
berwujud dan bergerak, tetapi termasuk dalam pengertian
barang/ benda tidak berwujud dan tidak bergerak.
Benda yang diktegorikan barang/ benda berwujud dan
tidak berwujud misalnya, halaman dengan segala sesuatu
yang dibangun diatasnya, pohon-pohon dan tanaman yang
tertanam dengan akarnya didalam tanah, buah-buahan yang
belum dipetik , dan lain sebagainya. Dengan terjadinya
perluasan makna tentang barang/ benda tersebut kemudian
dapat pula menjadi objek pencurian.
Konsepsi mengenai barang menunjuk pada
pengertian bahwa  barang tersebut haruslah memiliki nilai,
tetapi nilai barang tersebut tidaklah harus secara ekonomis.
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Barang yang dapat menjadi objek pencurian adalah barang
yang memiliki pemilik. Apabila barang tersebut tidak dimiliki
oelh siapa pun, demikian juga apabila barang tersebut oleh
pemiliknya telah dibuang, tidak lagi menjadi suatu objek
pencurian.
c. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain
Benda atau barang yang diambil itu haruslah
merupakan barang/ benda yang dimiliki baik sebagian atau
seluruhnya oleh orang lain. Jadi yang terpenting dari unsur
ini adalah keberadaan pemiliknya, karena benda/ barang
yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek
pencurian.
Dengan demikian dalam kejahatan pencurian, tidak
dipersyaratkan barang/ benda yang diambil atau dicuri
tersebut milik orang lain secara keseluruhan, pencurian tetap
ada sekalipun benda/ barang tersebut kepemilikannya oleh
orang lain hanya sebagian saja. Dengan kata lain unsur
kepemilikan yang melekat pada barang/ benda tersebut tidak
bersifat penuh.
2. Unsur subjektif
a. Dengan maksud
Unsur kesengajaan dalam rumusan tindak pidana
dirumuskan demikian, unsur “dengan maksud” menunjuk
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adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini, kesengajaan atau
dengan maksud tersebut ditujukan “untuk menguasai benda
yang diambilnya itu untuk dirinya sendiri secara melawan
hukum atau tidak sah”.
Walaupun pembentuk undang-undang tidak
menyatakan tegas bahwa tindak pidana pencurian seperti
yang dimaksud Pasal 362 KUHPidana harus dilakukan
dengan sengaja, tetapi tidak disangkal lagi kebenarannya
bahwa tindak pidana pencurian tersebut harus dilakukan
dengan sengaja, yakni karena undang-undang pidana yang
berlaku tidak mengenal lembaga tindak pidana pencurian
yang dilakukan dengan tidak sengaja.
b. Memiliki untuk dirinya sendiri
Istilah “memiliki untuk dirinya sendiri” seringkali
diterjemahkan dengan istilah menguasai. Namun, seseorang
yang mengambil benda/ barang pada dasarnya belum
sepenuhnya menjadi pemillik dari barang yang diambilnya,
tetapi baru menguasai barang tersebut.
Bentuk-bentuk dari tindakan “memiliki untuk dirinya
sendiri” atau “menguasai” tersebut dapat berbentuk
beberapa hal misalnya menghibahkan, menjual,
menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri,
menggadaikan, dan juga suatu tindakan yang bersifat pasif,
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yaitu tidak melakukan hal apapun terhadap barang tersebut,
tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu
dengan barang tersebut tanpa memperoleh persetujuan dari
pemiliknya.
c. Secara melawan hukum
Unsur “melawan hukum” memiliki hubungan erat
dengan unsur “menguasai untuk dirinya sendiri”. Unsur
“melawan hukum” ini akan memberikan penekanan pada
suatu perbuatan “menguasai”, agar perbuatan “menguasai”
itu dapat berubah kedudukan menjadi perbuatan yang dapat
dipidana. Secara umum melawan hukum berarti
bertentangan dengan hukum yang berlaku, baik hukum yang
tertulis maupun hukum yang tidak tertulis.
Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak
pidana pencurian, maka orang tersebut harus terbukti telah memenuhi
semua unsur dari tindak pidan pencurian yang terdapat dalam rumusan
Pasal 362 KUHPidana.
Ad.2 Pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang berkualifikasi
(Pasal 363 KUHPidana), yaitu:
Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian
yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu,
sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang
lebih berat pula dari pencurian biasa. Pencurian dengan pemberatan atau
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pencurian yang dikualifikasikan diatur dalam Pasal 363 dan 365
KUHPidana. Oleh karena pencurian yang dikualifikasikan tersebut
merupakan pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan
dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka pembuktian
terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus
diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya. Dipidana
penjara selama-lamanya tujuh tahun:
Ke-1 Pencurian ternak
Ke-2 Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan,
banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung
meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan
kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya
perang.
Ke-3 Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah
atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang
dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak
diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
Ke-4 Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih
Ke-5 Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan
kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang
diambil, dilakukan dengan merusak, memotong
atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci
palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
(1) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai
dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam
dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
Ad. 3 Pencurian ringan (Pasal 364 KUHPidana), yaitu:
“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363
butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal
363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau
pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang
yang dicuri tidak lebih ringan dari dua puluh lima rupiah,
diancam karena pencucian ringan dengan pidana penjara
paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua
ratus lima puluh rupiah”.
Ad. 4 Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHPidana), yaitu
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(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan
tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti
dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhdap
orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau
mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap
tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau
peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang
dicuri.
(2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas
tahun:
Ke-1 Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam
sebuah  rumah atau di pekarangan tertutup yang
ada rumahnya, diberjalan.;
Ke-2 Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih
dengan bersekutu;
Ke-3 Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan
merusak atau emanjat atau dengan memakia anak
kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan
palsu.
Ke-4  Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
(3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam
dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
(4) Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup
atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun,
jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian
dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan
bersekutu, disertai pula oleh salahsatu hal yang
diterangkan dalam no. 1 dan 3.
Ad.5 Pencurian dengan penjatuhan pencabutan hak (Pasal 366
KUHPidana) yaitu:
“dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu perbuatan
yang dirumuskan dalam Pasal 362, 363, dan 865 dapat
dijatuhkan pe njatuhan hak berdasarkan Pasal 35 no. 1-4.
Ad. 6 Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHPidana), yaitu:
(1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan
dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena
kejahatan dan tidak terpisah meja dan  ranjang atau
terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau
pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
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(2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan
ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah
keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus
maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhdap
orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada
pengaduan yang terkena kejahatan.
(3) Jika menurut lembaga matriarkal kekuasaan bapak
dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung
(sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi
orang itu.
Pencurian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 367
KUHPIdana ini merupakan pencurian di kalangan keluarga. Artinya
baik pelaku maupun korbannya masih dalam satu keluarga.
Pencurian dalam Pasal 367 KUHPidana akan terjadi, apabila
seorang suami atau isteri melakukan (sendiri) atau membantu
(orang lain) pencurian terhadap harta benda isteri atau suaminya.
Berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) KUHPidana
apabila suami isteri tersebut masih dalam ikatan perkawinan yang
utuh, tidak terpisah meja atau tempat tidur juga tidak terpisah harta
kekayaannya, maka pencurian atau membantu pencurian yang
dilakukan oleh mereka mutlak tidak dapat dilakukan penuntutan
C. Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan
Tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau lazimnya dikenal
di masyarakat dengan istilah perampokan. Sebenarnya istilah antara
pencurian dengan kekerasan dan perampokan dari segi redaksional
kedua istilah tersebut berbeda namun mempunyai makna yang sama,
misalnya kalau disebutkan pencurian dengan kekerasan atau ancaman
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kekerasan  sama halnya dengan merampok. Merampok juga adalah
perbuatan jahat, oleh karena itu walaupun tidak dikenal dalam KUHPidana
namun perumusannya sebagai perbuatan pidana jelas telah diatur
sehingga patut dihukum seperti halnya pencurian dengan kekerasan.
Tindak pidana pencurian dengan kekerasan itu oleh pembentuk
undang-undang telah diatur dalam Pasal 365 KUHPidana, yang
rumusannya sebagai berikut:24)
(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun
pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan
atau ancaman kekerasan, terhdap orang dengan maksud untuk
mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal
tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri
atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang
dicuri.
(2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
Ke-1 jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah
rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya,
diberjalan.;
Ke- Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan
bersekutu;
Ke-3 Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan
merusak atau emanjat atau dengan memakia anak kunci palsu,
perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
Ke-4  Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
(3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan
pidana penjara paling lama lima belas tahun.
(4) Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau
selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika
perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan
dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai
pula oleh salahsatu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3
Dengan demikian maka yang diatur dalam Pasal 365 KUHPidana
sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang
terdiri atas kejahatan pencurian dan kejahatan pemakaian kekerasan
24 Andi Hamzah, Delik-delik Tertentu (Specialle Delicten) di dalam KUHP, hlm 77.
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terhadap orang, ataupun bukan merupakan suatu samenloop dari
kejahatan pencurian dengan kejagatan pemakaian kekerasan terhadap
orang.
Pencurian dengan kekerasan bukanlah merupakan gabungan
dalam artian gabungan antara tindak pidana pencurian dengan tindak
pidana kekerasan maupun ancaman kekerasan, kekerasan dalam hal ini
merupakan keadaan yang berkualifikasi, maksudnya adalah kekerasan
adalah suatu keadaan yang mengubah kualifikasi pencurian biasa menjadi
pencurian dengan kekerasan. Dengan demikian unsur-unsurnya dikatakan
sama dengan Pasal 362 KUHPidana ditambahkan unsur kekerasan atau
ancaman kekerasan.
Adapun unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan
pada Pasal 365 KUHPidana ini sama dengan yang dipunyai oleh Pasal
362 KUHPidana dengan tambahan unsur-unsur sebagai berikut:
Pasal 365 ayat (1) KUHPidana:
1. Pencurian, yang:
2. Didahului atau disertai atau diikuti
3. Kekerasan atau ancaman kekerasan
4. Terhadap orang
5. Dilakukan dengan maksud untuk:
a. Mempersiapkan atau
b. Memudahkan atau
c. Dalam hal tertangkap tangan
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d. Untuk memungkinkan melarikan diri bagi dirinya atau peserta
lain
e. Untuk tetap menguasai barang yang di curi.
Pasal 365 ayat (2)
1. Unsur-unsurnya sama dengan ayat (1) di atas, hanya ditambahkan
unsur:
a. Waktu malam
b. dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada
rumahnya,
c. di jalan umum,
d. dalam kereta api yang sedang berjalan.
e. Ditambah unsur subjek pelaku, dua orang atau lebih
f. Ditambah unsur membongkar, memanjat, memakai kunci palsu,
perintah palsu, jabatan palsu.
g. Unsur mengakibatkan luka berat pada korban.
2. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama
3. Dalam ketentuan Pasal tersebut diatur pencurian yang didahului,
disertai atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan dengan
maksud untuk mempersiapkan dan sebagainya dimana masuknya
ketempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang akan di
ambilnya dilakukan dengan cara membongkar, merusak, atau
memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu
atau seragam palsu
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Pasal 365 ayat (3):
Di tambahkan dengan unsur diatas yaitu ditambahkan unsur matinya
orang akibat perbuatan itu.
Pasal 365 ayat (4):
Ditambah unsur luka berat atau mati karena dilakukan oleh dua orang
atau lebih.
Dalam Pasal 89 KUHPidana menyamakan dengan melakukan
kekerasan yakni perbuatan membuat orang dalam keadaan pingsan  atau
tidak berdaya. Kekerasan atau ancaman kekerasan seperti yang
dimaksudkan di atas harus ditujukan kepada orang-orang, tetapi tidaklah
perlu bahwa orang tersebut merupakan pemilik dari benda yang akan
dicuri atau telah dicuri. Sedang pengertian tidak berdaya artinya tidak
mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak
mengadakan perlawanan sedikitpun. Orang yang tidak berdaya itu masih
dapat sadar terhadap apa yang terjadi atas dirinya. Adapun pendapat para
ahli mengenai kekerasan yaitu:
Simons, dapat dimasukkan dalam pengertian kekerasan yakni
setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan.25)
S.R. Sianturi, kekerasan adalah setiap perbuatan dengan
menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat
25 Lamintang, Op.Cit, hlm 58
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mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang
dikerasi.26)
R. Soesilo, melakukan kekerasan artinya, mempergunakan tenaga
atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah misalnya
memukul dengan tangan  atau dengan segala macam senjata,
menyepak, menendang dan lain sebaginya.27)
Jadi pada dasarnya kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut
harus ditujukan kepada orang, bukan pada benda ataupun barang yang
dapat dilakukan sebelumnya atau sesudah pencurian itu dilakukan,
apabila tujuan untuk menyiapkan, memudahkan pencurian, dan jika
tertangkap tangan ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut
melakukan untuk melarikan diri atau barang yang dicuri tetap ada di
tangannya.
Kekerasan itu terbagai atas dua bentuk yaitu kekerasan fisik  dan
kekerasan psikis. Kekerasan fisik adalah kekerasan yang terjadi pada
tubuh atau jasmani  seseorang. Kekerasan fisik di sini terbagi atas dua,
kekerasan fisik langsung dan kekerasan fisik tidak langsung. Kekerasan
fisik langsung apabila ada relasi antara subjek, objek dan tindakan,
misalnya pemukulan, percakapan, penikaman, dll. Sementara kekerasan
fisik tidak langsung adalah kekerasan dimana tindakan pelaku tidak
langsung kepada korban, misalnya memukul meja, membanting kursi, dll.
26 S.R. Sianturi, 1986, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni Ahaem-
Petehean, Jakarta.
27 R. Soesilo, 1996, KUHP dan Komentar-Komentarnya Lengkap, Politeia, Bogor.
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Kekerasan psikis atau kekerasan kekerasan psikologi adalah
kekerasan yang terjadi pada mental atau rohani korban, misalkan
ancaman, intimidasi, kebohongan, dll.
Pencurian dengan kekerasan adalah pencurian yang dilakukan dengan
kekerasan baik kekersan itu terjadi sebelum maupun sesaat setelah
pelaku melakukan aksinya, tidak penting apakah pencurian itu dilakukan
dengan kekertsan fifik langsung atau tidak langsung ataupun kekerasan
psikis, yang terpenting adalah pencurian itu pelaku membuat orang
‘disekitarnya’ tidak berdaya terhadapnya.
Dari rumusan Pasal 365 KUHPidana diatas maka dapat
disimpulkan dua unsur pokok yang penting yaitu pencurian dan
kekerasan/ ancaman kekerasan.
D. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan
Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh
undang-undang untuk mengadili. Sebagai salah satu pilar untuk
menegakkan hukum dan keadilan, hakim mempunyai peranan
menentukan sehingga kedudukannya dijamin undang-undang.
Dalam mengemban tugas penegakan hukum dan keadilan, Hakim
mempunyai kewajiban-kewajiban yang berat yang harus ditunaikan demi
tercapainya tujuan yang ditentukan, yaitu suatu masyarakat yang adil dan
makmur. Hakim  harus berlaku jujur, dengan demikian diharapkan tidak
adanya direktiva/ campur tangan dari pihak manapun terhadap para hakim
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ketika sedang menangani perkara. Sebelum melakukan jabatannya ,
hakim harus bersumpah dan berjanji menurut agama dan
kepercayaannya.
Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum dengan
penegakkan hukum secara tegas adalah melalui Kekuasaan Kehakiman,
dimana hakim merupakan aparat penegak hukum yang melalui
putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.
Kewajiban Hakim dipertegas kembali bahkan diperluas sebagaimana
disebutkan pada Pasal 28 ayat (1 dan 2) UU No. 4 Tahun 2004 tentang
Kekuasaan Kehakiman yang isinya sebagai berikut28):
(1) Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum
dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
(2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib
memperhatikan pula sifat-sifat baik dan yang jahat dari terdakwa.
Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan
keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberikan suatu keadilan
harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang
diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa
tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah
itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.
Dalam kehidupan masyarakat yang semakin komplek saat ini
dituntut adanya penegakkan hukum dan keadilan untuk memenuhi rasa
keadilan masyarakat. Untuk figur seorang hakim sangat menentukan
melalui putusan-putusannya karena pada hakekatnya hakimlah yang
28 Bagir Manan, 2007, Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam UU No.4 Tahun 2004, FH UII Press,
Yogyakarta, hlm. 240.
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menjalankan kekuasaan hukum peradilan demi terselenggaranya fungsi
peradilan itu.
Ketentuan mengenai Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan
putusan pidana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) d KUHAPidana yang
dirumuskan sebagai berikut,
“Pertimbangan hakim disusun secara ringkas mengenai fakta dan
keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari
pemeriksaan persidangan yang menjadi dasar penentuan
kesalahan-kesalahan terdakwa.
Adapun pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dibagi
menjadi dua yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis,
yakni:
1. Pertimbangan Yuridis
a) Dasar-dasar yang menyebabkan diperberatnya pidana29)
Dasar-dasar yang menyebabkan  diperberatnya pidana menurut
undang-undang dibagai menjadi dua, yakni dasar pemberatan
pidana umum dan dasar pemberatan pidana khusus. Dasar
pemberatan pidana umum ialah dasar pemberatan yang berlaku
untuk segala macam tindak pidana, baik tindak pidana yang di atur
dalam KUHPidana maupun tindak pidana yang diatur diluar
KUHPidana. Dasar pemberatan pidana khusus adalah dirumuskan
dan berlaku pada tingkat pidana tertentu saja, dan tidak berlaku
pada tindak pidana yang lain.
29Adami Chasawi, 2009, Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan dan
Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 73
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1) Dasar pemberatan pidana umum
a. Dasar pemberatan karena jabatan
Pemberatan karena jabatan diatur dalam Pasal 52
KUHPidana. Dasar pemberatan pidana tersebut terletak
pada keadaan jabatan dari kualitas si pembuat (pejabat
atau pegawai negeri sipil) mengenai empat hal yaitu dalam
melakukan delik dengan:
1. Melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatan;
2. Memakai kekuasaan jabatan;
3. Menggunakan kesempatan karean jabatannya;
4. Menggunakan sarana yang diberikan karena jabatan
b. Dasar pemberatan pidana karena menggunakan sarana
bendera kebanggsaan,
Melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan
sarana bendera kebangsaan dirumuskan dalam Pasal 52
ayat (a) KUHPidana yang rumusannya yaitu:
“bilamana pada suatu waktu melakukan kejahatan
menggunakan bendera kebangsaan Republik Indonesia,
pidana untuk kejahatan tersebut dapat ditambah sepertiga”
Alasan pemberatan pidana yang diletakkan pada
penggunaan bendera kebangsaan ini, dari sudut objektif
dapat mengelabui orang-orang, sehingga dapat
menimbulkan kesan seolah-olah apa yang dilakukan si
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pembuat itu seolah-olah  suatu perbuatan yang resmi,
sehingga oleh karenanya dapat memperlancar atau
mempermudah si pembuat dalam usahanya melakukan
kejahatan.
c. Dasar pemberatan pidana karena pengulangan (recidive)
Pengulangan mempunyai dua arti, arti yang pertama,
menurut masyarakat menganggap bahwa setiap orang yang
setelah dipidana, menjalaninya yang kemudian melakukan
tindak pidana lagi, disini ada pengulangan, tanpa
memperhatikan syarat-syarat lainnya. Arti yang kedua,
menurut arti hukum pidana yang merupakan dasar
pemberatan pidana ini, tidaklah cukup hanya melihat
berulangnya melakukan tindak pidana, tetapi dikaitkan
dengan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan undang-
undang.
Pemberatan pidana dengan pengulangan dapat di tambah
sepertiga  dari ancaman maksimum dari tindak pidana yang dilakukan
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 486, 487 dan 488 KUHPidana harus
memenuhi dua syarat esensial, yaitu:
1. Orang itu harus telah menjalani seluruh atau sebagian
pidana yang telah dijatuhkan hakim, atau ia dibebaskan
dari menjalani pidana, atau karena ia melakukan kejahatan
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kedua kalinya itu, hak negara untuk menjalankan
pidananya belum kadaluarsa.
2. Melakukan kejahatan pengulangannya adalah dalam waktu
belum lewat 5 (lima) tahun sejak terpidana menjalani
sebagian atau seluruh pidana yang dijatuhkan
2) Dasar pemberatan pidana khusus
Dasar pemberatan pidana khusus hanya berlaku pada tindak
pidana tertentu yang dicantumkan secara tegas bersama
dengan alasan pemberatan pidana tersebut, dan tidak berlaku
pada tindak pidana lain. Bentuk-bentuk tindak pidana yang
diperberat terdapat dalam jenis/ kualifikasi tindak pidana
pencurian yang dirumuskan dalam Pasal 363 dan Pasal 365,
kualifikasi penggelapan bentuk diperberatnya pada Pasal 374
dan Pasal 375 KUHPidana.
b) Dasar-dasar yang menyebabkan diperingannya pidana30)
Dasar-dasar diperingannya pidana terhadap si pembuat dalam
undang-undang terbagi atas dua, yaitu dasar diperingannya pidana umum
dan dasar diperingannya pidana khusus. Dasar umum berlaku pada tindak
pidana umumnya, sedangkan dasar khusus hanya berlaku pada tindak
pidana pidana khusus tertentu saja.
1) Dasar Diperingannya Pidana Umum
a. Menurut KUHPidana : Belum berumur 16 tahun.
30 Ibid., hlm. 97
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Menurut Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang
Pengadilan Anak menyatakan bahwa anak adalah
anak yang umurnya telah mencapai 8 (delapan) tahun
tetapi belum 18 (delapan belas) tahun dan belum
pernah kawin. Sedangkan menurut Undang-Undang
No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak menyatakan bahwa anak adalah anak yang
telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum
berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga
melakukan tindak pidana.
b. Perihal percobaan kejahatan dan pembantuan.
2) Dasar Diperingannya Pidana Khusus
Disebabkan tindak pidana tertentu, ada pula
dicantumkan dasar peringanan tertentu yang hanya berlaku
khusus terhadap tindak pidana yang disebutkan itu saja, dan
tidak berlaku umum untuk segala macam tindak pidana.
Dasar peringanan pidna khusus tersebar di dalam Pasal-
Pasal KUHPidana, contohnya tindak pidana pencurian
ringan yang diatur dalam Pasal 364 KUHPidana yang unsur
memperingankannya adalah pencurian tersebut tidak
dilakukan dalam sebuah kediaman atau pekarangan tertutup
yang didalamnya ada tempat kediaman dan nilai/ harga
benda objek kurang dari dua ratus liuma puluh rupiah.
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2. Pertimbangan Non-Yuridis
Rusli Muhammad,31) menjelaskan bahwa terdapat faktor non-
yuridis yang harus dipertimbangkan hakim sebelum menjatuhkan putusan
yaitu:
1. Latar belakang perbuatan terdakwa
Pengertian latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap
tindakan yang menyebabkan timbulnya dorongan atau keinginan
keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut.
Keadaan ekonomi merupakan contoh yang paling sering menjadi
latar belakang kejahatan, kemiskinan, kekurangan atau
kesengsaraan merupakan keadaan ekonomi yang lemah yang
mengakibatkan sulitnya memenuhi kebutuhan hidup mendorong
terdakwa melakukan tindak pidana tersebut. Namun tidak hanya
orang yang kurang mampu saja yang melakukan kejahatan,
termasuk pula orang kaya, sistem dan kebutuhan ekonomi saat ini
menawarkan  produk-produk mewah yang membuat keinginan
memiliki yang bukan haknya, maka dengan itulah terkadang
melakukan tindak pidana seperti korupsi terkait jabatannya.
Interaksi sosial terdakwa , baik dalam lingkungan keluarga
maupun orang sekitarnya merupakan keadaan yang dapat
mendorong terdakwa melakukan perbuatan kriminal, pergaulan
yang tidak sehat, pertengkaran yang berkepanjangan antara suami
kepada istrinya yang berujung pada pembunuhan, termasuk pula
disharmonisasi dalam keluarga yang jelas membuat dampak yang
buruk bagi pertumbuhan kejiwaan anak.
2. Akibat perbuatan terdakwa
Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa  sudah pasti
membawa kerugian bagi korban maupun pihak lain, pada pidana
seperti pencurian dengan kekerasan, selain korban kehilangan
materi juga dapat mengalami luka yang dapat berujung pada
kematian, termasuk kejahatan lainnya yang dapat berdampak
buruk bagi masyarakat luas, paling tidak keamanan dan
ketentraman masyarakat terancam.
31 Rusli Muhammad, 2007, Hukum Acara Pidana Kontemporer, Aditya Bakti, Bandung.
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3. Kondisi diri terdakwa
Pengertian kondisi terdakwa dalam pembahasan ini adalah
keadaan fisik maupun fisik terdakwa sebelum melakukan
kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya.
Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia, sementara keadaan psikis
berkaitan dengan perasaan, yaitu keadaan atau emosi terdakwa
pada saat kejahatan tersebut dilakukan seperti rasa marah,
perasaan dendam, mendapatkan ancaman  atau tekanan dari
orang lain, pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal.
Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat
yang melekat dalam diri masing-masing orang apakah ia seorang
pejabat, tokoh masyarakat ataukah sebagai gelandangan dan
sebagainya.
4. Keadaan sosial ekonomi terdakwa
Dalam KUHAPidana maupun dalam KUHPidana sendiri tidak
ada satu aturan pun yang memerintahkan bahwa keadaan sosial
ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan didalam menjatuhkan
putusan, hal ini berbeda dengan konsep KUHPidana baru  dimana
terdapat ketentuan mengenai pedoman pemidanaan yang harus
mempertimbangkan konsep ini.
Dalam konsep KUHPidana baru disebutkan bahwa dalam
pengambilan putusan, hakim wajib mempertimbangkan pembuat,
motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan
tindak pidana, sikap batin pembuat, riwayat hidup dan juga
keadaan sosial ekonomi, sikap, dan tindakan pembuat sesudah
melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan
pembuat dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang
dilakukan terdakwa. Keadaan sosial ekonomi pembuat, misalnya
tingkat pendapatan dan biaya hidupnya.
Ketentuan tersebut belum mengikat pengadilan sebab masih
dalam konsep, namun meski demikian  hal tersebut diatas dapat
dijadikan  pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan
sepanjang hal tersebut merupakan fakta dan terungkap
dipersidangan.
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian yang dimaksud adalah suatu tempat atau wilayah
dimana penelitian tersebut akan dilaksanakan. Berdasarkan judul
“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan
(Studi Kasus Putusan No.51/Pid.B/2012/PN.Sungguminasa)” maka
penulis melakukan penelitian di Kota Gowa, tepatnya di Pengadilan
Negeri Sungguminasa sebagai instansi yang paling berkompeten dan
yang paling erat kaitannya dengan masalah yang diteliti oleh penulis, serta
dibeberapa tempat yang menyediakan bahan pustaka yaitu di
Perpustakaan Fakultas Hukum dan Perpustakaan Pusat Universitas
Hasanuddin.
B. Jenis dan Sumber Data
Jenis dan sumber data yang diperoleh melalui penelitian ini yaitu :
1. Data primer
Data Primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian
lapangan dengan cara mewawancarai secara langsung dengan
pihak yang berkompeten dalam hal ini yaitu hakim pada
Pengadilan Negeri Sungguminasa dan jaksa yang bertugas
pada Kejaksaan Negeri Sungguminasa.
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2. Data Sekunder
Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalu studi
kepustakaan yaitu melalui literatur atau buku-buku, laporan-
laporan, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain
yang ada sebelumnya yang mempunyai hubungan yang erat
dengan masalah yang dibahas.
C. Teknik Pengumpulan Data
Dalam rangka memperoleh data yang relevan dengan pembahasan
tulisan ini, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai
berikut:
1. Teknik wawancara (interview), yaitu melakukan wawancara atau
tanya jawab dengan hakim dan pihak yang terkait dalam
perkara pencurian dengan kekerasan ini guna memperoleh data
dan informasi yang diperlukan.
2. Teknik Kepustakaan, yaitu melalui pengumpulan data pustaka
yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, berupa
dokumen dan literatur yang berkaitan dengan hal-hal yang
diteliti, berupa dokumen dan literatur yang berkaitan dengan
penelitian ini.
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D. Analisis Data
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data yang
sifatnya kualitatif, maka teknik analisis data yang digunakan adalah
analisis kualitatif. Proses pengolahan data yang diperoleh adalah setelah
data tersebut dikumpul dan dipandang cukup, kemudian data tersebut
diolah dan dianalisis secara deduktif yaitu dengan berlandaskan kepada
dasar-dasar pengetahuan umum kemudian meneliti persoalan-persoalan
yang bersifat khusus. Berdasarkan hasil penelitian, maka ditarik suatu
kesimpulan yang merupakan hasil penelitian.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan pada uraian hasil analisis data dan hasil penelitian
diatas, maka penulis menyimpulkan:
1. Penerapan hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan
Kekerasan dalam Putusan Nomor : 51/Pid B /2012 /PN.
Sungguminasa ini, Penuntut Umum menggunakan bentuk dakwaan
subsider, dakwaan primernya Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3
KUHPidana, sedangkan dakwaan subsidernya Pasal 363 ayat (1)
ke-3, ke-4, ke-5 KUHPidana. Adapun penerapan hukumnya telah
sesuai dengan ketentuan pidana materil yang berlaku dan syarat
dapat dipidananya terdakwa, hal ini didasarkan pada pemeriksaan
dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dimana alat bukti
yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu keterangan saksi-
saksi dan barang bukti bersesuaian dengan keterangan terdakwa
yang mengakui perbuatan yang telah dilakukannya. Sehingga
majelis Hakim menyatakan perbuatan terdakwa telah memenuhi
unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut
Umum yaitu dakwaan primer yaitu Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2,
ke-3 KUHPidana.
2. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap
tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam Putusan Nomor :
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51/Pid B/2012/PN. Sungguminasa telah sesuai karena berdasarkan
pada uraian dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan
keterangan terdakwa, dimana pembuktian sudah cukup apabila
berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti ditambah keyakinan hakim.
Hakim juga telah mempertimbangkan fakta dipersidangan dimana
majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan
terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan
pembenar maupun alasan pemaaf. Hakim juga telah
mempertimbangkan pertimbangan yuridis maupun non yuridis yang
dapat meringankan maupun memberatkan sanksi pidana bagi
terdakwa.
B. Saran
Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sekiranya
tidak terlalu ringan dengan mempertimbangkan bahwa pidana yang
dijatuhkan kepada seseorang yang terbukti bersalah dimaksudkan bukan
saja sebagai pembalasan/ efek jera terhadap orang tersebut, tetapi juga
untuk mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana tersebut
sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan pidana yaitu mempertahankan
tata tertib hukum di dalam masyarakat. Hakim diharapkan dapat
melakukan penemuan hukum yang berdasarkan keadilan yang berguna di
dalam kehidupan masyarakat.
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